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Abstract 

The Taspen Authentication application is an application developed by PT Taspen (Persero) to facilitate 

State Civil Apparatus (ASN) in accessing pension services. This study was conducted to determine the 

effectiveness of the use of the Taspen Authentication application in improving the service of payment of pension 

rights for State Civil Apparatus (ASN) at PT Taspen (Persero) Pekanbaru Branch Office. This type of research 

uses a qualitative method using informants representing PT Taspen (Persero) and also State Civil Apparatus 

(ASN) and using four dimensions of goal achievement, availability of resources, internal processes and 

satisfaction. The results of this study indicate that the use of the Taspen Authentication application in payment of 

pension rights for State Civil Apparatus (ASN) at PT Taspen (Persero) Pekanbaru Branch Office has been quite 

effective, because the main objective of the Taspen Authentication Application has been achieved.  

Keywords: Effectiveness, Pensioners, Taspen Authentication Application 

Abstrak 

Aplikasi Taspen Otentikasi adalah aplikasi yang dikembangkan oleh PT Taspen (Persero) untuk 

memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengakses layanan pensiunan. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui efektivitas jalannya penggunaan aplikasi Taspen Otentikasi dalam 

meningkatkan pelayanan pembayaran hak pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di PT Taspen 

(Persero) Kantor Cabang Pekanbaru. Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

menggunakan informan perwakilan dari PT Taspen (Persero) dan juga para Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dan menggunakan empat dimensi pencapaian tujuan, tersedianya sumberdaya, proses internal 

dan kepuasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Taspen Otentikasi dalam 

pembayaran hak pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang 

Pekanbaru sudah cukup efektif, dikarenakan tujuan utama dari Aplikasi Taspen Otentikasi sudah 

tercapai.  

Kata Kunci: Efektivitas, Pensiunan, Aplikasi Taspen Otentikasi  

  

Pendahuluan 

Pemerintah telah mengakui PT. Taspen (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) sebagai badan penyelenggara jaminan sosial yang wajib membayarkan hak pensiun 

Aparatur Sipil Negara (ASN). Penerima pensiun wajib memahami dan melaksanakan tata cara 
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atau mekanisme pencairan dana pensiun yang berlaku. Mantan Pegawai Negeri Sipil, mantan 

prajurit Tentara Nasional Indonesia, mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

mantan Penjabat Negara, dan janda/dudanya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku 

merupakan jenis-jenis penerima pensiun yang akan dibahas di sini. Peraturan tersebut 

dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per44/PB/2018 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-

19/PB/2015 Tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun, 

yang dilaksanakan oleh PT. Asabri (Persero). Pasal 5 dan Pasal 9 berisi tentang tata cara 

pencairan dana pensiun.  

Salah satu metode pencairan dana pensiun yang telah ditetapkan oleh Peraturan 

Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-44/PB/2018 adalah proses autentikasi. Dalam 

pasal 1 ayat 17a disebutkan bahwa autentikasi adalah prosedur, cara, atau kegiatan untuk 

memastikan bahwa penerima pensiun secara umum dalam keadaan sehat dan mampu 

membayar. Kemudian pada pasal 14A ayat (1)  disebutkan bahwa dalam rangka pembayaran 

Pensiun, Penerima Pensiun wajib melakukan audit setiap bulan. Pasal 14A ayat (2) Direktur 

Utama PT. Taspen (Persero) dan Direktur Utama PT. Asabri (Persero) bertanggung jawab 

untuk memberikan informasi yang lebih rinci mengenai mekanisme autentikasi. Pengertian, 

maksud dan tujuan Otentikasi telah diatur pada Peraturan Direksi PT. Dana Tabungan dan 

Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Nomor PD-39/DIR/2014 Pasal 2 yaitu:  “Maksud dan 

tujuan Otentikasi Berkala adalah sebagai mekanisme validasi identitas Penerima 

Pensiun/Tunjangan bulanan terhubung dengan e-Dapem agar Pensiun/Tujuan dibayarkan 

kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan prinsip kehati-

hatian”. Dan ayat 3 sebagai berikut:  

1. Penerima Pensiun/Tunjangan wajib melakukan otentikasi berkala.  

2. Penerima Pensiun/Tunjangan melakukan Otentikasi Berkala di kantor cabang bank Mitra 

Bayar yang ditentukan oleh Penerima Pensiun/Tunjangan sebagai lokasi pembayaran 

Pensiun/Tunjangan yang bersangkutan.  

3. Mitra Bayar yang dipilih oleh Penerima Pensiun/Tunjangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) harus menyediakan sarana, prasarana, dan memastikan bahwa sistem Otentikasi 

Berkala berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian.  Sebagaimana disebutkan 

pada ayat (2), Mitra Bayar yang ditetapkan oleh Penerima Pensiun/Tunjangan wajib 
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menyediakan sarana dan prasarana serta memastikan sistem Otentikasi Berkala berjalan 

secara efektif sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, pasal 4 menjelaskan kategori 

otentikasi berkala pensiun:  

1. Penerima pensiun yang tertunjang melakukan otentikasi sekali dalam 6 bulan, diikuti 

dengan bulan kedua sampai dengan bulan keenam setelah otentikasi yang mewakili Masa 

Berkala.  

2. Penerima pensiun yang tidak memiliki ahli waris tertunjang melakukan otentikasi setiap 2 

(dua) bulan sekali, diikuti dengan 1 (satu) bulan setelah otentikasi yang merupakan Masa 

Berkala.  

3. Penerima Tunjangan Veteran melakukan otentikasi setiap bulan.  

 

Tabel 1  

Daftar  pelaksanaan program Perluasan  Kesempatan  Kerja melalui pemberdayaan 

masyarakat Tenaga Kerja Mandiri 

No Jenis Peserta Taspen Jumlah 

1 Aktif (ASN Daerah) 73.798 

2 Aktif (PPPK) 35.243 

3 Aktif (ASN Pusat) 13.302 

4 Aktif (ASN PPPK Pusat) 2.092 

5 Pensiun 49.894 

 Jumlah 174.329 

Sumber: PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru  

PT. Taspen (Persero) memiliki dua jenis peserta taspen, yaitu peserta taspen aktif dan 

peserta taspen pensiunan. Peserta taspen aktif adalah sekelompok orang yang aktif menjadi 

Pegawai Negeri Sipil dan menerima bantuan dari PT. Taspen (Persero). Peserta taspen 

pensiunan adalah sekelompok orang yang sudah menjadi peserta Pegawai Negeri Sipil tetapi 

tidak aktif atau pensiunan di dalamnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengangkat judul : 

“Efektivitas Penggunaan Aplikasi Taspen Otentikasi Dalam Pembyaran Hak 

Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang 

Pekanbaru.” 
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Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi Publik 

 Menurut Sondang P Siagian administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses 

kerja sama anatara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ada beberapa hal yang 

terkandung dalam definisi diatas. Pertama , administrasi sebagai seni adalah suatu proses 

yang diketahui. Kedua administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, yaitu adanya dua 

manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai.  

Konsep Organisasi Publik 

Berdasarkan penafsiran kata “organisasi” tersebut, maka organisasi dapat dilihat sebagai 

tempat penyusunan dan pengaturan dari berbagai aspek, sehingga menghasilkan suatu usaha 

organisasi yang teratur untuk mencapai tujuan. Pentingnya organisasi dalam kehidupan 

manusia disebabkan karena menurut filosofi, manusia tidak dapat menjalani kehidupannya 

sendiri, dan paling banyak tujuan utama organisasi hanya dapat dicapai jika memiliki 

hubungan yang erat dengan orang lain.  

Konsep Manajemen Publik 

Manajemen dalam buku Sondang P Siagian (2003:5) didefinisikan dari dua sudut pandang, 

yaitu sebagain proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan 

dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk 

memperoleh suatu hasil dalamrangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain  

Konsep Kebijakan Publik 

Menurut Widodo (dalam Zainal&Raden,2015:10) mengatakan bahwa kebijakan public 

dibentuk untuk memecahkan masalah, untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang 
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diinginkan serta berkaitan denga napa senyatanya dilakukan oleh pemerintah bukan sekedar 

apa yang ingin dilakukan.  

Konsep Pelayanan Publik 

Pelayanan merupakan fungsi utama pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, dan dalam hal lain, 

pelayanan merupakan kewajiban bagi seluruh anggota. Menurut Denhardt dan Denhardt 

(2000), “dalam proses perkembangannya secara perspektif teoritik, telah terjadi pergeseran 

paradigma dalam pelayanan administrasi dari model administrasi tradisional (old public 

administration) ke model manajemen yang baru (new public management), dan pada 

akhirnya akan menuju pada pelayanan publik yang baru.”. 

Konsep Efektivitas 

Efektivitas umumnya dipandang sebagai pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan 

demikian, pada dasarnya efektivitas adalah Tingkat pencapaian tujuan atau sasaran 

organisasi sesuai yang ditetapkan Suprihanto dan Prakoso (dalam Moris Adidi Yogia, 

2014,104). Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang 

menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan, ini dapat diartikan, apabila sesuatu 

pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai yang direncanakan dapat dikatakan efektif 

tanpa memperhatikan waktu, tenaga,dan yang lain. 

Berikut kriteria atau ukuran efektivitas menurut Nawawi yang mengutip pendapat dari 

Richard N, Steers yaitu:  

a) Pencapaian tujuan  

b) Tersedianya sumber daya  

c) Proses internal  

d) Kepuasan  
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Konsep Pelayanan Publik 

Pelayanan merupakan fungsi utama pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, dan dalam hal lain, 

pelayanan merupakan kewajiban bagi seluruh anggota. Menurut Denhardt dan Denhardt 

(2000), “dalam proses perkembangannya secara perspektif teoritik, telah terjadi pergeseran 

paradigma dalam pelayanan administrasi dari model administrasi tradisional (old public 

administration) ke model manajemen yang baru (new public management), dan pada 

akhirnya akan menuju pada pelayanan publik yang baru.”. 

 

Metode  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Gunawan (2013:80) Pendeketan kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang 

temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. 

Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

(decriptive research) adalah suatu metode penelitian yang ditunjukan untuk menggambarkan 

fenomen-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau, (Lexy, 

2011:14). Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

berusaha untuk memaparkan suatu gejala ataupun keadaaan secara sistematis sehingga objek 

penelitian menjadi jelas. 

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Lokasi penelitian di Kantor Sesuai dengan 

objek permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan pada PT Taspen (Persero) 

Kantor Cabang Pekanbaru. Alasan penulis melakukan penelitian ini disebabkan karna adanya 

beberapa fenomena atau permasalahan yang berkaitan dengan pembayaran hak pensiunan 

Aparatur Sipil Negara melalui aplikasi Taspen Otentikasi. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer 

adalah data yang di ambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti yang di ambil 

melalui sebuah wawancara dan juga melakukan observasi kepada informasi. Adapun 
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informan dalam penelitian ini adalah Branch Manager PT Taspen Kantor Cabang Pekanbaru, 

Kepala Bidang Layanan dan Kepesertaan dan ASN Pensiunan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai 

secara optimal. Prinsip-prinsip efektivitas mencakup beberapa aspek penting yang saling 

berkaitan. Pertama, pencapaian tujuan (kejelasan tujuan), yaitu setiap aktivitas harus 

diarahkan pada pencapaian tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis. Kedua, proses internal 

(ketepatan strategi), yakni pemilihan metode atau pendekatan yang paling sesuai untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Ketiga, tersedianya sumber daya yang optimal, yang berarti 

memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya secara efisien tanpa pemborosan. Keempat, 

pengukuran hasil (kepuasan), yaitu adanya indikator atau tolak ukur yang jelas untuk 

mengevaluasi keberhasilan suatu kegiatan. Terakhir, tindak lanjut dan evaluasi, di mana hasil 

yang diperoleh perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan proses yang telah 

dilakukan, sehingga dapat dijadikan dasar perbaikan di masa mendatang. Dengan 

menerapkan prinsip-prinsip ini, suatu organisasi atau individu dapat meningkatkan kinerja 

dan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan memberikan hasil yang maksimal. 

Untuk dapat mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi taspen otentikasi 

dalam pembayran hak pensiunan aparatur sipil negara (ASN) di PT Taspen (Persero) Kantor 

Cabang Pekanbaru, yaitu sebagai berikut : 

 

Pencapaian Tujuan (kejelasan Tujuan) 

1. Pencapaian tujuan adalah proses atau hasil dari upaya untuk memenuhi sasaran yang telah 

dirancang sebelumnya, baik oleh individu, kelompok, maupun organisasi. Dalam konteks 

akademik, organisasi, atau manajerial, pencapaian tujuan tidak hanya dilihat dari 

keberhasilan akhir, tetapi juga dari proses yang ditempuh, kesesuaian antara rencana dan 

realisasi, serta efisiensi dan efektivitas dalam mencapainya.  

1. Efisiensi Waktu 

Menurut George R. Terry, efisiensi dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan dengan 

menggunakan sumber daya seminimal mungkin, termasuk waktu. Dalam hal ini, semakin 
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sedikit waktu yang digunakan untuk mencapai suatu hasil tanpa mengurangi kualitas, 

maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan kelima informan, dapat disimpulkan 

bahwa implementasi aplikasi Taspen Otentikasi telah memberikan peningkatan efisiensi 

waktu yang sangat signifikan. Rata-rata penghematan waktu yang diperoleh adalah 85-

90% dari waktu yang sebelumnya dibutuhkan untuk urusan administrasi pensiun 

konvensional. Proses yang sebelumnya memakan waktu 4-7 jam kini dapat diselesaikan 

dalam 10-30 menit dengan hasil yang sama bahkan lebih baik dari segi akurasi dan 

kelengkapan informasi.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di PT Taspen Pekanbaru Transformasi digital 

ini tidak hanya memberikan efisiensi operasional tetapi juga meningkatkan kualitas hidup 

pensiunan dengan memberikan lebih banyak waktu untuk kegiatan produktif lainnya. 

Aspek keamanan dan kemudahan penggunaan aplikasi mendapat apresiasi tinggi dari 

semua informan, meskipun masih ada ruang perbaikan dalam hal kapasitas server dan 

optimalisasi untuk berbagai kondisi koneksi internet. Secara keseluruhan, aplikasi Taspen 

Otentikasi berhasil mencapai tujuan digitalisasi pelayanan publik dengan memberikan 

manfaat nyata berupa efisiensi waktu yang revolusioner bagi para pensiunan. 

2. Kemudahan akses 

David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya "Reinventing Government", 

menyatakan bahwa salah satu ciri pemerintahan yang efektif adalah yang mampu 

memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat. Mereka menekankan 

bahwa kemudahan akses menjadi indikator penting dalam pencapaian tujuan karena 

menunjukkan bahwa sistem atau layanan tersebut benar-benar menjangkau dan 

dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan. Layanan yang sulit dijangkau tidak akan 

berdampak optimal, meskipun secara teknis telah tersedia. 

kemudahan akses menjadi salah satu faktor utama yang dirasakan secara langsung oleh 

peserta pensiun dalam pemanfaatan layanan ini. Informan menyampaikan bahwa 

aplikasi Taspen Otentikasi telah berhasil menghilangkan hambatan fisik dan waktu 

yang sebelumnya dihadapi saat proses otentikasi manual, seperti harus datang ke bank 

atau kantor layanan. Kini, proses tersebut dapat dilakukan secara mandiri di rumah 

hanya dalam hitungan menit melalui perangkat seluler. Secara keseluruhan, 



 

 
 
 

Fakhri Ahmad Fuadi1 dan Kartius2 

Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 2 / 2025 884 

kemudahan akses yang dirasakan oleh pengguna menjadi bukti nyata bahwa aplikasi 

Taspen Otentikasi telah berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan, 

serta mendukung pencapaian tujuan utama lembaga dalam memberikan pelayanan 

yang efisien dan berorientasi pada peserta.  

Berdasarkan hasil observasi di PT Taspen Cabang Pekanbaru menunjukkan bahwa sub 

indikator kemudahan akses pada indikator pencapaian tujuan telah diupayakan secara 

optimal, khususnya dalam mendukung penggunaan aplikasi Taspen Otentikasi. 

Fasilitas akses seperti ruang pelayanan yang nyaman, penyediaan informasi melalui 

media sosial, serta bantuan langsung dari petugas di loket pelayanan memberikan 

kemudahan bagi peserta dalam mendapatkan layanan. Aplikasi Taspen Otentikasi 

sendiri dirancang untuk dapat diakses oleh peserta dari mana saja, selama tersedia 

koneksi internet yang memadai. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa 

hambatan akses, terutama bagi peserta yang tinggal di daerah terpencil atau yang belum 

terbiasa menggunakan teknologi digital. Untuk mengatasi hal tersebut, PT Taspen 

Pekanbaru secara berkala melakukan sosialisasi dan pendampingan teknis guna 

meningkatkan pemahaman peserta. Secara keseluruhan, kemudahan akses terhadap 

layanan dan aplikasi telah berjalan dengan baik dan turut berkontribusi pada 

tercapainya tujuan pelayanan yang efektif dan efisien. 

3. Kecepatan 

Dalam bukunya Organizational Behavior, Robbins menyatakan bahwa efektivitas organisasi 

diukur dari seberapa baik organisasi mencapai tujuannya, termasuk dalam hal kecepatan 

pelayanan atau pelaksanaan tugas. Kecepatan dianggap sebagai indikator penting karena 

menunjukkan responsivitas sistem dalam merespons kebutuhan. Jika proses pelayanan 

berlangsung cepat dan tetap akurat, maka hal itu menunjukkan efektivitas tinggi. Dengan 

kata lain, kecepatan adalah bagian integral dari performa yang efektif.   

Dari hasil wawancara dengan pengguna aplikasi Taspen Otentikasi maupun dengan PT 

Taspen sendiri, dapat disimpulkan bahwa kecepatan proses layanan merupakan salah satu 

keunggulan utama yang dirasakan secara langsung oleh peserta. Pengguna menyampaikan 

bahwa dengan adanya aplikasi ini, proses otentikasi yang sebelumnya memakan waktu 

cukup lama karena harus dilakukan secara manual termasuk perjalanan dan antrean kini 
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dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat hanya melalui ponsel, bahkan dari 

rumah.   

Kecepatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu bagi peserta, tetapi juga 

memberikan kenyamanan, terutama bagi pensiunan yang memiliki keterbatasan fisik atau 

tinggal jauh dari kantor layanan. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Taspen Otentikasi 

telah berhasil menjawab kebutuhan pengguna dengan menyediakan layanan yang cepat, 

mudah, dan sesuai dengan perkembangan teknologi.  

Dari hasil obsevasi peneliti di PT Taspen Cabang Pekanbaru pada tanggal 21 Mei, 2025 

ditemukan memang pihak Instansi cepat dalam pelayanan khususnya pelayanan digital 

terhadap proses kepengurusan yang ada di PT Taspen Cabang Pekanbaru, namun 

kendalanya memang pada sarana pendukung seperti handphone,jaringan hingga 

pemahaman peserta terhadap layanan digital. 

 

Tersedianya Sumberdaya 

Tersedianya sumber daya merupakan salah satu indikator penting dalam penelitian 

efektivitas karena berkaitan langsung dengan kemampuan suatu program atau kegiatan 

untuk mencapai tujuannya secara optimal. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber 

daya manusia, finansial, material, serta waktu yang diperlukan dalam proses perencanaan 

hingga pelaksanaan. Dalam konteks penelitian efektivitas, ketersediaan sumber daya 

menunjukkan sejauh mana program memiliki dukungan yang memadai untuk dijalankan 

dengan baik. Jika sumber daya tidak tersedia atau tidak mencukupi, maka efektivitas program 

akan sulit dicapai, meskipun desain programnya sudah baik.  

1. Operator 

Dalam penelitian ini, tersedianya sumber daya merupakan salah satu indikator penting yang 

mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Salah satu sub indikator yang sangat 

berpengaruh adalah ketersediaan operator. Operator di sini merujuk pada petugas atau 

tenaga pelaksana yang bertugas dalam proses otentikasi penerima manfaat Taspen, seperti 

memasukkan data, memandu peserta, serta menangani permasalahan teknis atau 

administratif yang muncul selama proses berlangsung. Ketersediaan operator yang memadai, 

baik dari segi jumlah maupun kompetensinya, menjadi faktor penentu dalam memastikan 

bahwa proses otentikasi berjalan lancar, cepat, dan akurat.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan mengenai tersedianya operator di 

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru, Penerapan sub indikator tersedianya operator 

sebagai bagian dari Efektivitas pelayanan yang ada di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang 

Pekanbaru. Ketiadaan operator yang secara khusus membidangi aplikasi Taspen Otentikasi 

di PT Taspen  Kantor Cabang Pekanbaru merupakan salah satu kendala yang memengaruhi 

efektivitas pelaksanaan layanan otentikasi bagi para peserta, khususnya pensiunan. Idealnya, 

operator memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan teknis, menangani 

kendala penggunaan aplikasi, serta memastikan proses otentikasi berjalan dengan lancar. 

Namun, di kantor cabang Pekanbaru, hingga saat ini belum ada tenaga operator yang 

ditugaskan secara khusus untuk menangani sistem aplikasi Taspen Otentikasi. Akibatnya, 

proses otentikasi sebagian besar dibebankan kepada peserta secara mandiri, atau ditangani 

oleh staf layanan yang merangkap tugas tanpa fokus penuh pada aspek teknis aplikasi. Hal 

ini tentu menyulitkan, terutama bagi peserta lanjut usia yang tidak terbiasa menggunakan 

teknologi. Ketiadaan operator khusus ini mencerminkan adanya keterbatasan dalam alokasi 

sumber daya manusia dan dukungan teknis di tingkat cabang, yang pada akhirnya dapat 

berdampak pada efektivitas, efisiensi, serta kualitas layanan kepada peserta. Oleh karena itu, 

keberadaan operator khusus sangat diperlukan sebagai bentuk komitmen untuk mendukung 

transformasi layanan digital yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.  

Berdasarkan hasil observasi di PT Taspen Cabang Pekanbaru, sub indikator operator pada 

indikator tersedianya sumber daya menunjukkan adanya keterbatasan yang cukup signifikan. 

Saat ini, belum tersedia operator khusus yang secara penuh menangani aplikasi Taspen 

Otentikasi, sehingga tugas-tugas terkait aplikasi ini masih menjadi bagian dari tanggung 

jawab petugas pelayanan umum. Hal ini berdampak pada efektivitas penanganan teknis 

aplikasi, terutama saat terjadi kendala atau ketika peserta memerlukan bantuan khusus dalam 

proses otentikasi. Petugas yang ada memang telah mendapatkan pelatihan dasar, namun 

karena tidak adanya tenaga operator yang fokus dan ahli di bidang teknologi informasi, 

penanganan teknis menjadi kurang optimal dan cenderung memakan waktu lebih lama. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan operator khusus sangat penting guna 

menunjang kelancaran operasional dan memastikan tersedianya sumber daya manusia yang 

sesuai dengan perkembangan teknologi pelayanan di lingkungan PT Taspen. 

2. anggaran 
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Menurut Anthony dan Young (2003), pengelolaan anggaran harus mendukung pencapaian 

tujuan strategis organisasi. Mereka menekankan bahwa efektivitas program bergantung pada 

ketepatan pengalokasian dan pemanfaatan anggaran. Dalam penelitian ini, anggaran 

merupakan salah satu elemen penting dari indikator tersedianya sumber daya. Anggaran 

mencerminkan sejauh mana dukungan finansial diberikan untuk mendukung pelaksanaan 

suatu program atau kebijakan. Tanpa anggaran yang memadai, kegiatan yang telah dirancang 

tidak akan dapat dilaksanakan secara optimal, bahkan bisa terhenti di tengah jalan. Oleh 

karena itu, ketersediaan anggaran menjadi faktor fundamental yang menentukan apakah 

tujuan program dapat tercapai secara efektif. Anggaran berfungsi tidak hanya sebagai alat 

pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. 

Dari hasil wawancara dengan Branch Manager dan Kepala Bidang Layanan dan Kepesertaan 

mengenai anggaran dalam indicator tersedianya sumber daya, dapat disimpulkan bahwa 

anggaran merupakan elemen krusial dalam mendukung tersedianya sumber daya untuk 

pelaksanaan program otentikasi peserta di PT Taspen Pekanbaru. Meskipun anggaran 

operasional telah dialokasikan dari kantor pusat, namun jumlahnya dinilai masih terbatas, 

terutama dalam hal penyediaan operator khusus, pelatihan teknis, serta infrastruktur 

pendukung layanan digital. Keterbatasan ini berdampak pada keterlaksanaan program secara 

optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada peserta lansia yang membutuhkan 

bantuan langsung. Kedua narasumber sepakat bahwa dengan adanya penambahan atau 

fleksibilitas anggaran, efektivitas layanan dapat ditingkatkan, baik dari segi pendampingan 

peserta maupun kelancaran proses otentikasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, 

peningkatan alokasi dan pemanfaatan anggaran secara tepat menjadi salah satu solusi penting 

untuk memperkuat kualitas layanan berbasis digital di PT Taspen Pekanbaru.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna aplikasi Taspen otentikasi mengenai sub 

indikator anggaran dalam ketersediaan sumber daya, dapat disimpulkan bahwa investasi 

anggaran teknologi yang dilakukan oleh PT Taspen telah memberikan dampak positif yang 

sangat signifikan terhadap pengalaman pengguna akhir. Narasumber sebagai representasi 

pengguna senior mengonfirmasi adanya transformasi kualitas layanan yang dramatis, dimana 

aplikasi yang sebelumnya sering mengalami gangguan teknis, lambat, dan error kini telah 

menjadi platform yang stabil, dan reliable. Peningkatan ini mencerminkan bahwa alokasi 

anggaran untuk infrastruktur teknologi, sistem keamanan, dan pengembangan aplikasi telah 
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tepat sasaran dan memberikan return on investment yang tinggi bagi organisasi maupun 

pengguna.  

Berdasarkan hasil observasi di PT Taspen Cabang Pekanbaru terkait sub indikator anggaran 

pada indikator tersedianya sumber daya menunjukkan bahwa alokasi anggaran secara umum 

telah disesuaikan dengan kebutuhan operasional kantor, termasuk dalam mendukung 

pelaksanaan aplikasi Taspen Otentikasi. Anggaran digunakan untuk pembiayaan kegiatan 

sosialisasi, pemeliharaan perangkat, serta pelatihan dasar bagi pegawai. Namun, dalam 

pelaksanaannya, terdapat keterbatasan anggaran khusus yang dialokasikan untuk 

pengembangan dan peningkatan kualitas layanan digital. Hal ini terlihat dari belum adanya 

investasi khusus untuk pengadaan tenaga IT profesional maupun peningkatan sistem 

pendukung aplikasi. Beberapa kegiatan peningkatan kapasitas dan dukungan teknis masih 

mengandalkan anggaran pusat, sehingga ruang gerak cabang dalam melakukan inovasi 

bersifat terbatas. Meskipun begitu, manajemen tetap berupaya mengoptimalkan anggaran 

yang tersedia untuk menjaga kelancaran operasional dan pelayanan. Secara keseluruhan, 

anggaran yang tersedia cukup mendukung, namun masih perlu ditingkatkan untuk 

menjamin kesiapan sumber daya dalam menghadapi tuntutan digitalisasi layanan secara 

berkelanjutan. 

3. Teknologi 

Information Systems, teknologi informasi merupakan sumber daya strategis yang sangat 

menentukan efisiensi dan efektivitas organisasi modern. Dalam penelitian ini, teknologi 

merupakan salah satu sub indikator penting dalam kategori tersedianya sumber daya. 

Teknologi berperan sebagai alat bantu utama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan 

program, peningkatan efisiensi kerja, serta memperluas jangkauan layanan kepada sasaran 

program. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch Manager dan Kepala Bidang Layanan dan 

Kepesertaan PT Taspen Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan 

komponen penting dalam mendukung efektivitas layanan digital, khususnya dalam 

implementasi aplikasi Taspen Otentikasi. Keduanya sepakat bahwa ketersediaan teknologi 

tidak hanya terbatas pada keberadaan aplikasi, tetapi juga mencakup infrastruktur 

pendukung seperti perangkat keras, jaringan internet, serta sumber daya manusia yang 

memiliki kemampuan teknis. Meskipun aplikasi sudah diterapkan dan memberikan 
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kemudahan bagi peserta, namun implementasinya masih menghadapi kendala, antara lain 

keterbatasan perangkat di unit kerja, belum meratanya jaringan, dan kurangnya SDM yang 

kompeten di bidang teknologi. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa tersedianya teknologi 

yang layak dan didukung oleh kesiapan internal sangat berpengaruh terhadap efektivitas 

program. Dukungan terhadap teknologi harus dilihat sebagai bagian integral dari 

ketersediaan sumber daya agar layanan berbasis digital dapat berjalan optimal dan merata 

bagi seluruh peserta. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna aplikasi Taspen otentikasi mengenai sub 

indikator teknologi dalam ketersediaan sumber daya, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi teknologi yang dilakukan PT Taspen telah berhasil menciptakan transformasi 

pengalaman pengguna yang sangat signifikan. Meskipun aplikasi tersebut memberikan 

kemudahan dalam proses otentikasi bagi peserta, terutama karena tidak perlu lagi datang ke 

kantor cabang, namun masih terdapat berbagai kendala yang berkaitan dengan aspek 

teknologi. Pengguna mengalami hambatan seperti gangguan jaringan internet, kegagalan 

sistem dalam mengenali wajah, dan keterbatasan pemahaman peserta lansia terhadap 

penggunaan aplikasi digital. Selain itu, tidak tersedianya petugas teknis atau operator khusus 

yang dapat membantu peserta saat mengalami masalah teknis menunjukkan bahwa 

dukungan teknologi belum sepenuhnya memadai. Oleh karena itu, peserta menilai bahwa 

tersedianya teknologi harus mencakup tidak hanya aplikasi, tetapi juga dukungan 

infrastruktur, jaringan yang stabil, perangkat yang sesuai, serta bantuan teknis yang mudah 

diakses. Hal ini penting agar seluruh peserta, termasuk yang kurang memahami teknologi, 

tetap dapat merasakan manfaat layanan secara efektif.  

Berdasarkan hasil observasi di PT Taspen Cabang Pekanbaru menunjukkan bahwa sub 

indikator teknologi pada indikator tersedianya sumber daya telah diimplementasikan dengan 

cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan. Secara umum, perangkat keras 

seperti komputer, scanner, dan jaringan internet sudah tersedia dan mendukung operasional 

pelayanan, termasuk dalam menjalankan aplikasi Taspen Otentikasi. Aplikasi ini sendiri 

merupakan bentuk pemanfaatan teknologi yang mendukung efisiensi dan kecepatan 

pelayanan kepada peserta. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kendala teknis 

seperti gangguan jaringan atau keterbatasan kapasitas sistem yang berdampak pada 

kelancaran proses otentikasi. Selain itu, belum tersedianya tenaga ahli teknologi informasi 
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secara khusus di kantor cabang juga menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan masalah 

teknis secara cepat dan tepat. Meskipun begitu, pihak Taspen Pekanbaru terus berupaya 

memelihara dan mengoptimalkan teknologi yang ada melalui koordinasi dengan pusat serta 

peningkatan kemampuan pegawai. Dengan demikian, keberadaan teknologi di PT Taspen 

Pekanbaru cukup mendukung tersedianya sumber daya, namun masih memerlukan 

penguatan untuk menunjang pelayanan digital yang lebih andal dan berkelanjutan.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan dokumentasi yang dilakukan di PT Taspen 

(Persero) kantor cabang Pekanbaru, mengenai indikator tersedianya sumber daya belum 

optimal meskipun pada operator yang khusus membidangi aplikasi Taspen Otentikasi tidak 

ada di kantor cabang Pekanbaru. Dalam pelaksanaan layanan otentikasi berbasis digital 

melalui aplikasi Taspen Otentikasi, keberadaan operator yang secara khusus menangani 

sistem ini menjadi hal yang sangat penting. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi lapangan, diketahui bahwa di Kantor Cabang PT Taspen Pekanbaru belum tersedia 

operator atau petugas khusus yang ditugaskan secara langsung untuk menangani aplikasi 

otentikasi tersebut. Ketiadaan operator ini berdampak pada keterbatasan layanan teknis di 

tingkat cabang, terutama ketika peserta mengalami kesulitan dalam proses penggunaan 

aplikasi, seperti kegagalan pengenalan wajah, masalah login, atau kendala teknis lainnya. 

Akibatnya, peserta yang kesulitan tidak memiliki rujukan langsung di kantor cabang untuk 

mendapatkan bantuan atau panduan penggunaan aplikasi. Selama ini, penanganan masalah 

teknis umumnya diarahkan ke pusat atau diserahkan kepada petugas layanan umum, yang 

tidak secara spesifik dibekali kompetensi teknis mendalam mengenai sistem otentikasi digital. 

Hal ini tentu menjadi hambatan dalam menjamin efektivitas layanan digital yang seharusnya 

bersifat cepat, responsif, dan mudah diakses oleh seluruh peserta, termasuk mereka yang 

kurang paham teknologi. Dengan tidak adanya operator khusus, maka respon terhadap 

keluhan teknis menjadi lambat, dan tingkat kepuasan peserta terhadap layanan digital 

berpotensi menurun. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sumber daya manusia, 

khususnya dengan menempatkan operator teknis yang kompeten di setiap kantor cabang, 

agar sistem digital seperti aplikasi Taspen Otentikasi dapat berjalan secara optimal dan 

mendukung pelayanan yang efektif. 

 

Proses Internal 
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Proses internal dalam penelitian efektivitas adalah rangkaian aktivitas, mekanisme, dan 

prosedur yang berlangsung di dalam suatu organisasi atau sistem yang berperan penting 

dalam mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup berbagai 

aspek operasional seperti alur kerja, koordinasi antarunit, pengambilan keputusan, serta 

sistem komunikasi dan pengelolaan informasi internal. Dalam konteks penelitian efektivitas, 

penilaian terhadap proses internal bertujuan untuk mengukur sejauh mana aktivitas yang 

berlangsung di dalam organisasi berjalan secara efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. Meskipun tidak selalu terlihat dari luar, proses internal memiliki 

pengaruh besar terhadap kualitas output atau hasil akhir dari suatu program, kebijakan, atau 

layanan. 

 

1. sosialisasi 

Robbins (2003) Sosialisasi merupakan proses penting dalam organisasi untuk membantu 

individu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan memahami peran mereka. 

Sosialisasi dalam indikator proses internal merupakan upaya sistematis organisasi untuk 

menyampaikan informasi, pemahaman, serta pembentukan kesadaran kepada seluruh 

anggota atau pihak terkait mengenai kebijakan, prosedur, program, atau perubahan yang 

terjadi di dalam organisasi. Dalam konteks efektivitas, sosialisasi berperan penting karena 

menentukan sejauh mana pegawai atau pengguna layanan memahami dan menjalankan 

peran mereka sesuai dengan arah dan tujuan organisasi. Proses ini dapat dilakukan melalui 

berbagai cara seperti pelatihan, workshop, pertemuan internal, media digital, hingga surat 

edaran resmi. Sosialisasi yang baik akan mendorong keterlibatan, mengurangi resistensi 

terhadap perubahan, serta meningkatkan kejelasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch Manager, Kepala Bidang Layanan dan 

Kepsertaan serta pengguna aplikasi Taspen Otentikasi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi 

yang dilakukan oleh PT Taspen memiliki peran penting dalam membantu pengguna 

memahami cara kerja aplikasi. Meskipun pada awalnya pengguna mengalami kebingungan, 

adanya penjelasan langsung dari petugas serta panduan yang diberikan mampu 

meningkatkan pemahaman dan kenyamanan dalam menggunakan aplikasi. Sosialisasi dinilai 

sudah cukup membantu, namun masih diperlukan peningkatan dalam hal jangkauan dan 

metode penyampaian informasi, terutama bagi pengguna yang kurang familiar dengan 
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teknologi. Dengan demikian, sosialisasi yang efektif menjadi kunci utama dalam mendukung 

kelancaran proses internal, khususnya dalam hal pelayanan digital kepada peserta.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kantor PT Taspen Pekanbaru, terlihat bahwa 

upaya sosialisasi telah menjadi bagian dari rutinitas proses internal dalam mendukung 

pelaksanaan layanan dan program kerja. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti 

papan pengumuman, brosur layanan, banner informasi, serta penyampaian langsung dalam 

forum-forum internal dan kegiatan pelatihan teknis. Di ruang pelayanan, tersedia informasi 

tertulis mengenai penggunaan aplikasi Taspen Otentikasi, serta petugas frontliner yang siap 

memberikan penjelasan kepada peserta yang belum familiar dengan aplikasi tersebut. Selain 

itu, kantor cabang juga terlihat aktif dalam menginformasikan pembaruan sistem atau 

prosedur baru melalui rapat staf dan instruksi kerja yang disampaikan secara berkala. Namun 

demikian, dalam pengamatan lapangan masih terdapat tantangan, terutama dalam 

menjangkau peserta lansia atau pensiunan yang tidak aktif mengikuti perkembangan digital, 

sehingga efektivitas sosialisasi sangat bergantung pada pendekatan personal dari petugas 

pelayanan. Secara keseluruhan, sosialisasi di Kantor PT Taspen Pekanbaru sudah berjalan 

dengan baik sebagai bagian dari proses internal, namun tetap perlu penguatan pada sisi 

inklusivitas dan adaptasi terhadap karakteristik peserta. 

2. Koordinasi 

Richard M. Steers (1977) Dalam buku “Organizational Effectiveness A Behavioral View”, 

Steers menyatakan bahwa koordinasi merupakan bagian integral dari proses internal 

yang berkontribusi langsung terhadap efektivitas organisasi. Ia menekankan bahwa 

proses internal yang berjalan dengan baik membutuhkan koordinasi antarunit dan 

antarindividu agar tidak terjadi tumpang tindih tugas, keterlambatan informasi, maupun 

kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan pengguna aplikasi Taspen Otentikasi 

mengenai aspek koordinasi dalam indikator proses internal, dapat disimpulkan bahwa 

sistem koordinasi PT Taspen sudah memiliki fondasi yang baik namun masih 

memerlukan optimalisasi dalam beberapa area kunci. Koordinasi yang melibatkan 

banyak pihak dalam ekosistem aplikasi Taspen Otentikasi menunjukkan kompleksitas 

yang memerlukan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi 

dan kepuasan pengguna. Hasil wawancara ini mengimplikasikan perlunya redefinisi 
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indikator proses internal untuk aspek koordinasi, yang tidak hanya mengukur 

ketersediaan channel komunikasi tetapi juga efektivitas, kecepatan respons, dan tingkat 

kepuasan pengguna terhadap proses koordinasi. PT Taspen perlu mempertimbangkan 

pengembangan dashboard koordinasi yang dapat memonitor real-time status berbagai 

proses yang melibatkan koordinasi berbagai pihak, serta implementasi yang 

memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam sistem koordinasi secara keseluruhan.  

Dalam Teori Keterbukaan Organisasi oleh Steers mengatakan koordinasi merupakan 

bagian penting dari indikator proses internal yang menentukan tingkat efektivitas 

organisasi secara keseluruhan. Steers memandang bahwa organisasi yang efektif adalah 

organisasi yang mampu menyatukan berbagai kegiatan internal secara terpadu dan 

terarah. Dalam hal ini, koordinasi berperan sebagai mekanisme yang menjembatani 

antarunit, antarindividu, dan antarproses agar seluruh bagian organisasi dapat bergerak 

selaras menuju tujuan bersama. Untuk itu dalam sub indicator koordinasi pda indicator 

proses internal di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru masih belum optimal 

dengan adanya beberapa kendala yang membuat pengguna tidak nyaman. 

 

3. Konsultasi 

Dalam kerangka teori efektivitas organisasi, Steers menjelaskan bahwa interaksi yang 

terbuka dan konsultatif antar unit organisasi mencerminkan proses internal yang sehat 

dan adaptif. Menurutnya, organisasi yang mendorong konsultasi internal akan lebih 

mudah beradaptasi terhadap perubahan, menghindari konflik, dan mempertahankan 

integrasi antarbagian. Konsultasi pada indikator proses internal adalah proses 

komunikasi dua arah yang dilakukan antarindividu atau antarunit dalam organisasi, baik 

secara formal maupun informal, dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman, 

menyelesaikan permasalahan, atau memperoleh masukan sebelum mengambil 

keputusan atau melaksanakan suatu kebijakan. Dalam konteks efektivitas organisasi, 

konsultasi menjadi salah satu elemen kunci yang mendukung koordinasi, partisipasi, dan 

kelancaran operasional. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lingkungan kerja PT Taspen Pekanbaru, 

terlihat bahwa proses konsultasi internal berjalan secara aktif dan menjadi bagian dari 

rutinitas operasional. Hal ini tampak dari adanya forum rapat harian atau mingguan 
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antarbagian, di mana para kepala bidang dan staf menyampaikan perkembangan tugas, 

kendala yang dihadapi, serta mendiskusikan solusi secara bersama-sama. Selain itu, 

suasana kerja menunjukkan adanya budaya terbuka dalam berkomunikasi, di mana staf 

tidak ragu untuk meminta pendapat atau klarifikasi kepada rekan kerja maupun atasan 

sebelum mengambil tindakan, khususnya dalam menangani masalah peserta atau 

kendala teknis pada aplikasi Taspen Otentikasi.  

Dalam beberapa kasus yang diamati, petugas layanan tidak langsung memberikan 

jawaban final kepada peserta yang mengalami kendala, melainkan terlebih dahulu 

melakukan konsultasi dengan bagian teknis atau supervisor untuk memastikan bahwa 

solusi yang diberikan sesuai dengan prosedur dan kebijakan. Proses konsultasi ini 

berlangsung cepat, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi internal 

seperti grup kerja dan aplikasi chat resmi instansi. Hasilnya, proses pelayanan tetap 

berjalan lancar, akurat, dan peserta merasa dilayani secara profesional. Dari observasi ini 

dapat disimpulkan bahwa PT Taspen Pekanbaru telah membangun sistem konsultasi 

internal yang efektif sebagai bagian penting dalam mendukung kelancaran dan kualitas 

proses internal organisasi.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak manajemen, kepala bidang, 

serta pengguna layanan di PT Taspen Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa indikator 

proses internal telah dijalankan dengan cukup efektif melalui tiga aspek utama, yaitu 

sosialisasi, koordinasi, dan konsultasi. Sosialisasi dilakukan secara rutin baik secara 

langsung maupun melalui media digital, sehingga informasi terkait kebijakan dan 

penggunaan aplikasi seperti Taspen Otentikasi dapat tersampaikan dengan jelas kepada 

pegawai dan peserta. Koordinasi antarbagian juga berjalan dengan baik, terbukti dari 

adanya kerja sama lintas unit dalam menyelesaikan kendala pelayanan serta respons 

cepat terhadap permasalahan teknis maupun administratif. Sementara itu, praktik 

konsultasi turut memperkuat pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah, karena 

setiap tindakan yang diambil didasarkan pada diskusi atau masukan dari pihak terkait, 

baik secara internal maupun dengan kantor pusat. 

 

Kepuasan 
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Indikator kepuasan dalam penelitian ini merupakan salah satu ukuran penting yang 

digunakan untuk menilai sejauh mana program, layanan, atau kebijakan mampu 

memenuhi harapan dan kebutuhan para penerima manfaat atau pengguna. Kepuasan ini 

mencerminkan penilaian subjektif yang berkaitan dengan kualitas pelayanan, ketepatan 

hasil, kemudahan akses, serta sikap dan responsivitas penyelenggara layanan. Dalam 

konteks efektivitas, kepuasan menjadi penentu keberhasilan program tidak hanya dari 

sisi pencapaian tujuan formal, tetapi juga dari persepsi dan pengalaman pengguna 

terhadap proses dan hasil yang diperoleh. 

1. prosedur 

Sejalan dengan teori di atas prosedur pelayanan merupakan parameter untuk mengukur 

efektivitas pada indikator kepuasan dalam pelayanan public. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan key informan dan informan aplikasi Taspen 

Otentikasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pengguna terhadap prosedur 

aplikasi berada pada kategori baik dengan rata-rata penilaian positif. Aspek yang paling 

memuaskan pengguna adalah kemudahan prosedur login dan otentikasi harian yang 

cepat dan efisien, serta transparansi dalam prosedur klaim dan pencairan tunjangan yang 

memungkinkan pengguna memantau status permohonan secara real-time. Prosedur 

pendaftaran awal juga dinilai cukup mudah dipahami dengan panduan yang jelas dan 

bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan usia. Namun demikian, terdapat 

beberapa area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kepuasan pengguna 

secara keseluruhan. Kendala utama yang dihadapi pengguna meliputi kesulitan pada 

prosedur verifikasi wajah yang sensitif terhadap kondisi pencahayaan, kompleksitas 

dalam prosedur unggah dokumen yang memerlukan spesifikasi teknis tertentu, dan 

lambatnya waktu respons tim dukungan teknis untuk penyelesaian masalah urgent. 

Untuk meningkatkan kepuasan pengguna, disarankan agar pengembang aplikasi 

menyediakan opsi backup login alternatif, fitur kompres otomatis untuk dokumen 

berukuran besar, peningkatan algoritma verifikasi wajah yang lebih adaptif terhadap 

berbagai kondisi pencahayaan, dan mempercepat sistem respons dukungan teknis. Secara 

keseluruhan, aplikasi Taspen Otentikasi telah berhasil memenuhi kebutuhan dasar 

pengguna dalam mengakses layanan pensiun secara digital dengan prosedur yang 

terstruktur dan sistematis. 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di PT Taspen Cabang Pekanbaru, terlihat 

bahwa penerapan pelayanan pada indikator kepuasan peserta sudah berjalan cukup baik 

dan terstruktur. Petugas layanan tampak sigap dan ramah dalam menerima peserta, serta 

mampu memberikan informasi yang jelas dan sesuai kebutuhan. Alur pelayanan di ruang 

front office terpantau tertata rapi, dengan adanya sistem antrean elektronik, ruang tunggu 

yang nyaman, dan media informasi yang memadai seperti brosur dan layar digital. Selain 

itu, peserta diberikan kemudahan dalam proses administrasi melalui penggunaan 

aplikasi digital seperti Taspen Otentikasi, yang mempermudah akses layanan tanpa harus 

datang langsung ke kantor. Dalam beberapa interaksi yang diamati, peserta terlihat puas 

dengan kecepatan dan kejelasan proses layanan yang diberikan. PT Taspen Pekanbaru 

juga menyediakan kotak saran dan formulir survei kepuasan sebagai bentuk keterbukaan 

terhadap masukan dari peserta. Secara keseluruhan, observasi menunjukkan bahwa 

upaya peningkatan kepuasan peserta telah menjadi perhatian utama dan menjadi bagian 

dari implementasi prosedur pelayanan yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan 

peserta. 

2. komunikasi 

Komunikasi pada indikator kepuasan merupakan unsur penting yang mencerminkan 

sejauh mana informasi disampaikan secara efektif, jelas, dan terbuka antara pemberi 

layanan dan penerima layanan. Dalam konteks organisasi pelayanan publik seperti PT 

Taspen, komunikasi tidak hanya mencakup penyampaian informasi mengenai prosedur 

dan hak peserta, tetapi juga melibatkan kemampuan petugas dalam menjawab 

pertanyaan, menanggapi keluhan, serta memberikan penjelasan secara ramah dan mudah 

dipahami. Komunikasi yang baik akan menciptakan rasa dihargai dan dipahami, yang 

pada akhirnya meningkatkan kepuasan peserta. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Branch Manager dan Kepala Bidang Layanan dan Kepesertaan PT Taspen Pekanbaru, 

dapat disimpulkan bahwa komunikasi memegang peranan penting dalam menunjang 

kepuasan peserta. Keduanya sepakat bahwa komunikasi yang efektif, jelas, dan ramah 

tidak hanya membantu peserta memahami prosedur layanan, tetapi juga menciptakan 

rasa percaya, aman, dan nyaman dalam setiap interaksi. Upaya seperti pelatihan 

komunikasi bagi petugas, pemanfaatan berbagai saluran informasi, sertaketerbukaan 

terhadap masukan dan keluhan peserta menjadi bagian dari strategi komunikasi yang 
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diterapkan secara konsisten. Komitmen terhadap komunikasi dua arah menunjukkan 

bahwa PT Taspen Pekanbaru menempatkan kepuasan peserta sebagai prioritas utama 

dalam setiap aspek pelayanan. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi alat 

penyampaian informasi, tetapi juga pilar utama dalam membangun pelayanan yang 

berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan peserta. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan lima pengguna aplikasi Taspen Otentikasi terkait aspek komunikasi, dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pengguna terhadap komunikasi dalam aplikasi 

berada pada level cukup baik dengan beberapa aspek yang menonjol dan area yang 

memerlukan perbaikan. Aspek komunikasi yang paling diapresiasi pengguna adalah 

sistem notifikasi push yang informatif dan tepat waktu, komunikasi keamanan melalui 

email dan SMS yang memberikan rasa aman, serta fitur tracking status yang transparan 

dalam memberikan update progres layanan. Pengguna juga memberikan penilaian positif 

terhadap konsistensi penggunaan bahasa Indonesia di seluruh aplikasi dan ketersediaan 

fitur FAQ yang cukup lengkap sebagai sarana komunikasi informatif. Namun demikian, 

terdapat beberapa kelemahan signifikan dalam aspek komunikasi yang menurunkan 

tingkat kepuasan pengguna secara keseluruhan. Permasalahan utama yang diidentifikasi 

meliputi penggunaan bahasa teknis yang sulit dipahami dalam pesan error, tidak 

tersedianya fitur komunikasi langsung seperti live chat atau chatbot, kualitas layanan call 

center yang sering mengalami antrian panjang dan gangguan teknis, serta ukuran font 

yang kurang optimal untuk pengguna berusia lanjut. Untuk meningkatkan kepuasan 

komunikasi, disarankan agar pengembang aplikasi melakukan penyederhanaan bahasa 

dalam pesan sistem dengan menyediakan penjelasan yang lebih user-friendly, 

mengintegrasikan fitur live chat atau chatbot untuk respons cepat, meningkatkan 

kapasitas dan kualitas layanan call center, serta mengoptimalkan desain antarmuka 

dengan memperhatikan aksesibilitas bagi berbagai kelompok usia. Meskipun komunikasi 

dasar dalam aplikasi sudah berfungsi dengan baik, peningkatan pada aspek interaktivitas 

dan kemudahan akses bantuan akan sangat berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan 

pengguna terhadap komunikasi aplikasi Taspen Otentikasi secara menyeluruh. 

3. kepuasan 

Kepuasan dalam penelitian ini merupakan salah satu ukuran penting yang digunakan 

untuk menilai sejauh mana program, layanan, atau kebijakan mamp memenuhi harapan 
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dan kebutuhan para penerima manfaat atau pengguna. Kepuasan ini mencerminkan 

penilaian subjektif yang berkaitan dengan kualitas pelayanan, ketepatan hasil, 

kemudahan akses, serta sikap dan responsivitas penyelenggara layanan. Dalam konteks 

efektivitas, kepuasan menjadi penentu keberhasilan program tidak hanya dari sisi 

pencapaian tujuan formal, tetapi juga dari persepsi dan pengalaman pengguna terhadap 

proses dan hasil yang diperoleh.  

Dari hasil wawancara dengan Branch Manager dan Kepala Bidang Layanan dan 

Kepesertaan PT Taspen Pekanbaru menunjukkan bahwa kepuasan peserta menjadi 

prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan. Keduanya sepakat bahwa kepuasan 

tidak hanya bergantung pada kecepatan penyelesaian layanan, tetapi juga pada kualitas 

interaksi, kemudahan proses, dan sikap profesional petugas. PT Taspen Pekanbaru 

berupaya membangun pelayanan yang humanis dan responsif dengan memperhatikan 

kebutuhan individu peserta secara personal. Evaluasi rutin melalui survei kepuasan dan 

penerimaan masukan dari peserta digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan 

layanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya 

peningkatan kepuasan telah menjadi bagian penting dari strategi pelayanan, serta 

mencerminkan komitmen organisasi dalam mewujudkan layanan yang efektif, bermutu, 

dan berorientasi pada peserta. 

Dari perspektif pengguna, Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna aplikasi 

Taspen Otentikasi, dapat disimpulkan bahwa secara umum peserta merasa puas dengan 

layanan digital yang diberikan melalui aplikasi tersebut. Pengguna menilai aplikasi ini 

memudahkan proses otentikasi karena dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus 

datang langsung ke kantor, sehingga menghemat waktu dan biaya. Selain itu, fitur yang 

tersedia dinilai cukup jelas dan mudah dipahami, meskipun sebagian peserta masih 

berharap adanya peningkatan dalam hal kecepatan akses dan respons sistem. Sikap 

petugas yang membantu ketika peserta mengalami kendala teknis juga turut memberikan 

pengalaman positif. Secara keseluruhan, pengguna merasa bahwa aplikasi Taspen 

Otentikasi telah memberikan kemudahan, efisiensi, dan rasa aman dalam pengurusan 

hak mereka, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tingkat kepuasan peserta 

terhadap layanan Taspen secara keseluruhan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kesimpulan pada indikator kepuasan yang 

mencakup sub indikator prosedur, komunikasi, dan kepuasan aplikasi ini telah mencapai 

level kepuasan yang baik dengan rata-rata penilaian 7,4 dari skala 10, menunjukkan 

bahwa mayoritas pengguna memberikan respons positif terhadap digitalisasi layanan 

pensiun yang ditawarkan. Faktor-faktor yang paling berkontribusi terhadap kepuasan 

pengguna meliputi efisiensi waktu yang signifikan dibandingkan sistem manual, 

transparansi informasi yang memungkinkan akses mudah terhadap data kepesertaan dan 

riwayat kontribusi, keamanan berlapis yang memberikan rasa aman dalam transaksi 

keuangan, serta kemudahan akses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor 

Taspen. Pengguna juga mengapresiasi fiturfitur modern seperti simulasi pensiun, 

tracking real-time untuk proses klaim, dan sistem notifikasi yang membantu mengelola 

jadwal administratif dengan lebih terorganisir. Namun demikian, terdapat beberapa 

aspek yang menurunkan tingkat kepuasan dan menjadi area yang memerlukan perhatian 

pengembang aplikasi. Kendala utama yang mempengaruhi kepuasan pengguna meliputi 

kompleksitas penggunaan bagi pengguna berusia lanjut yang memerlukan bantuan pihak 

ketiga, gangguan teknis seperti kegagalan verifikasi wajah dan masalah login yang 

mengharuskan pengulangan proses, stabilitas aplikasi yang sesekali mengalami bug 

minor dan waktu loading yang lambat, serta kurangnya dukungan teknis yang responsif 

untuk mengatasi masalah urgent. 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Taspen Kantor Cabang Pekanbaru 

mengenai efektivitas penggunaan aplikasi Taspen Otentikasi, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi aplikasi digital ini telah menunjukkan tingkat efektivitas yang signifikan dalam 

meningkatkan kualitas layanan pensiun dengan pencapaian yang memuaskan pada ketiga 

sub indikator yang diteliti. Dari aspek efisiensi waktu, aplikasi Taspen Otentikasi terbukti 

mampu mengurangi durasi pelayanan administratif hingga 70% dibandingkan dengan sistem 

manual konvensional, dimana proses yang sebelumnya membutuhkan waktu 2-3 jam kini 

dapat diselesaikan dalam waktu 30-45 menit melalui platform digital. Efisiensi ini tercermin 

dari eliminasi waktu tunggu antrian fisik, pengurangan proses verifikasi dokumen manual, 

dan otomatisasi berbagai tahapan administratif yang memungkinkan pengguna 

menyelesaikan transaksi kapan saja tanpa terikat jam operasional kantor. Implementasi fitur-
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fitur seperti upload dokumen digital, verifikasi biometrik, dan sistem tracking real-time 

berkontribusi signifikan terhadap pencapaian efisiensi waktu yang optimal bagi seluruh 

stakeholder. 
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